
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

  

Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS HASANUDDIN 

Nama Fakultas : HUKUM 

Nama Prodi : S2 ILMU HUKUM 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

MATA KULIAH KODE MK SKS KONSENTRASI SM 

Perkembangan Hukum Agraria 18B01224102 2 Hukum Keagrariaan II 

OTORISASI DOSEN PENGEMBANG RPS Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset dan Inovasi 

Tanda Tangan Tanda Tangan 

     

Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. 

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

S4 Memiliki semangat dan integritas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kemaritiman. 

KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, 

KU3 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah 

KK1 Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum 

KK2 Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif 



KK4 Mampu memutuskan dan menyelesaikan masalah atau kasus hukum secara tepat 

P2 Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 

P3 
Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik dan sosiologi hukum serta mengelola riset 
di bidang hokum 

P5 Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

 
Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu dan menguasai prinsip-prinsip hukum agraria nasional, konsep hukum 
agraria nasional yang berlaku pada masa lampau dan saat ini, mampu memberikan penyelesaian-penyelesaian yang solutif terhadap 
berbagai permasalahan hukum di bidang agraria dan mampu menelaah dan menganalisa berbagai implikasi hukum dari pengaturan 
kebijakan di bidang agraria dan menyelaraskan dengan perkembangan global dengan tetap berpegang pada idiologi, konstitusi dan sistem 
pemerintahan negara. 

 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 

Mata kuliah ini membahas dan mengkaji tentang hukum agraria, ruang lingkup hukum agraria, perkembangan hukum agraria, keberlakuan 
hukum agraria di Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Mata kuliah ini juga membahas 
tentang perkembangan kebijakan di bidang hukum agraria di masa orde baru dan reformasi serta pemerintahan saat ini. Membahas tentang 
program-program pemerintah terkait hukum agraria: land reform, reforma agraria, pengelolaan dan pemanfaatan SDA Agraria serta 
pengaruh global terhadap pengaturan hukum di bidang agraria saat ini dan kedepan. 
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Pertem

uan Ke- 

Sasaran 

Pembelajaran/Kemamp

uan Akhir yang 

Diharapkan 

Topik Kajian/Materi Bentuk/Metode/

Strategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator/Kriteria Penilaian Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Mahasiswa mengetahui 

pengertian Hukum 

Agraria, Ruang Lingkup 

Perkembangan Hukum 

Agraria 

1.   Kontrak belajar 

2.   Penjelasan RPS, CPL, 

CPMK 

3.  Orientasi Perkembangan 

Hukum Agrari 

4.  Pengertian dan ruang 

lingkup Perkembangan 

Hukum Agraria 

5.   Selayang pandang 

Perkembangan Hukum 

Agraria dan relevansinya 

dengan pembelajaran 

program magister 

keagrarian. 

 

Komitmen 
sinergitas dosen 
mahasiswa  
 

• Kontrak 
Pembelajaran 

•  Kuliah 
Interaktif 

• Penelusuran 
Pustaka  
 

 

2x 50 

menit 

• Kehadiran  

• Keaktifan  
 

 

3% 

II Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

perkembangan hukum 

agraria tiap fase 

keberlakuannya 

 

Karakteristik  setiap  Fase 

Perkembangan Hukum Agraria.  

1. Orientasi setiap fase  

2. Perkembangan bidang Agraria 

yang menonjol pada setiap fase  

3. Ciri khusus fase 

perkembangan hukum 

keagrariaan 

 

 

 

 
Kuliah dan 
diskusi 
interaktif 

 
2x 50 
menit 

 

• Kehadiran  

• Keaktifan dalam kelas 
dan diskusi  

• Kemampuan 
mengemukakan 
pendapat  

• Penguasaan materi 
diskusi  

• Kedisiplinan dan sopan 
santun  

5% 



 

III Mahasiswa menguasai 
konsep hukum agraria 
yang berlaku pada fase 
kerajaan dan fase 
berlakunya hukum 
agraria di masa VOC 

Fase Kerajaan 

1. Kerajaan Maritim  

     a. Perkembangan Hukum 

Agraria Kerajaan Sriwijaya 

     b. Perkembangan Hukum 

Agraria Kerajan Majapahit 

2. Kerajaan-kerajaan  Nusantara 

3.  Masa  VOC. 

  

Kuliah dan 
diskusi 
interaktif 

2x 50 
menit 

• Kehadiran 

• Keaktifan di kelas 

• Kemampuan 
menjawab review 
materi pertemuan  
sebelumnya 

• Penguasaan konsep  
hukum agraria 
berdasarkan fase 
berlakunya 

5% 

IV Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi dan 
menguraikan struktur 
agraria pada pra 
penjajahan 

 

Struktur Agraria Pra 

Penjajahan  

1.  VOC 

2. Tanam Paksa 

3. Hukum Adat versus 

Agrarische Wet 1870 

4. Domein Verklaring 

 

• Kuliah 

• Small 
Group 
Discussion 

• Analisi 
karakter 
hukum 
agraria 

3x 50 
menit 

• Keaktifan di kelas 

• Kemampuan 
menyelesaikan tugas 
yang diberikan  
 

5% 

V Mahasiswa memahami 
konsep keberlakuan 
dualisme hukum dan 
pluralisme hukum 
dalam hukum 
pertanahan di masa 
penjajahan  

• Hukum Agraria Kolonial 

Belanda 

1. Dualisme Hukum 

Penjajahan  

2. Pluralisme Hukum Agraria  

 

• Hukum Jepang di bidang 

Agraria 

Kuliah dan 
diskusi 
interaktif 

2x 50 
menit 

 
• Kehadiran  

• Keaktifan dalam kelas 

• Ketepatan dalam 
menelaah prinsip-
prinsip dasar hukum 
agraria dalam kasus 
konkrit  

• Kedisiplinan dan 
sopan santun  

 

5% 



VI Mahasiswa mampu 
menguraikan 
keberadaan hukum 
agraria pada masa 
transisi setelah 
kemerdekaan dan 
urgensi unifikasi hukum 
agraria nasional 

Hukum Agraria Kemerdekaan 

I  

1. Masa transisi  

2. Dualisme hukum  

3. Pluralisme dan Hukum Agraria 

antar Golongan 

4. Usaha Unifikasi dan kodifikasi 

Hukum Agraria 

5. Politik Hukum Keagrarian 

Indonesia Merdeka  

 

Kuliah dan 
dikusi 
interaktif 

2x 50 
menit 

 
• Keaktifan dalam kelas 

• Ketepatan dalam 
mengelompokkan hak-
hak penguasaan atas 
tanah, baik tugas 

individu  

 

5% 

VII Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menguraikan politik 
hukum agraria setelah 
kemerdekaan 

Hukum Agraria Kemerdekaan 

II 

1.Usaha Unifikasi dan 

kodifikasi Hukum Agraria 

2.Politik Hukum Keagrarian 

setelah kemerdekaan 

• Kuliah 

• Diskusi 

• Penugasan 
Terstruktur 

• Presentasi 

3x 50 
menit 

• Kehadiran 

• Keaktifan 

• Kemampuan menyelesaikan 
tugas sesuai materi yang 
diberikan 

• Pemahaman materi dalam 
membuat tugas 

5% 

VIII Mid Semester Ujian Tertulis   3x  50 
menit 

 10% 

IX Mahasiswa mengetahui 
dan menganalisis 
tentang program 
landreform, tujuan 
landreform 

Landreform Jilid I 

1. Tanah Untuk rakyat (land to 

the tiller) 

2. Pelaksanaan UU Pokok 

Agraria 

• Kuliah 

• Diskusi 

• Presentasi 
tugas 

• Review 
materi 

3x 50 
menit 

• Keaktifan 

• Kemampuan 
menjawab quiz terkait 
materi pertemuan 
seblumnya 

• Kemampuan 
menjelaskan analisi 
tugas dalam bentuk 
presentasi 

6% 



X Mahasiswa memahami 
implementasi UUPA 
dan peran pemerintah 
dalam pengelolaan 
bidang keagrariaan dan 
membandingkan 
dengan pelaksanaan 
UUPA di masa sekarang  

FasePemerintahan Orde Baru 

1. Pelaksanaan UUPA  

2.  Sentralistik  Pengelolaan 

Bidang Keagrariaan 

• Diskusi 

• Presentasi 

• Tugas 
mandiri 

3x 50 
menit 

• Keaktifan 

• Kemampuan 
menganalisis dan 
menelaah konsep 
pengelolaan bidang 
keagrarian dalam 
hukum agraria nasinal 

7% 

XI Mahasiswa mampu 
menguasai konsep 
reforma agraria, dasar 
hukum reforma agraria 
dan dan mengaitkannya 
dengan permasalahan 
terkait pelaksanaan 
reforma agraria 

Reforma Agraria 

1. Landreform Jilid II 

2.  Pelaksanaan UUPA  

2.  Desentralistik Pengelolaan 

Bidang-Bidang Keagrariaan 

• Kuliah 

• Diskusi 
interaktif 

• Analisis 
perbandingan 
landreform 
dahulu dan 
reforma 
agraria 

3x 50 
menit 

• Kemampuan 
memahami tujuan 
dasar reforma agraria 

• Mengetahui subjek 
dan objek reforma 
agraria 

• Ketepatan 
menguraikan proses 
tahapan R.A 

7% 

XII Mahasiswa mampu  
menelaah urgensi 
pembentukan UUPA 
dan wacana 
pembentukan UU 
Pertanahan. 

Hukum Pertanahan  

1. Wacana Pembetukan UU 

Pertanahan disamping 

keberlakuan UUPA 

2.  Urusan Pertanahan 

Sentralistik pada Era 

Desentralistik 

3.  Wacana Pembentukan UU 

Masyarakat  Hukum Adat. 

 

• Kuliah 

• Penugasan 
Terstruktur 

• Tugas 
Mandiri 
 

Kajian ttg RUU 
Pertanahan dan 
urgensinya 

3x 50 
menit 

• Kehadiran 

• Keaktifan dikelas 

• Penyelesaian tugas 
dengaan tepat dan 
cermat dalam 
menganalisa. 

6% 

XIII Mahasiswa mampu 
menemukan  implikasi 
dari hukum agraria 
yang berlaku sesuai era 

Implikasi hukum masing –masing 

Fase perkembangan 

1. Implikasi pengaturan 

2. Implikasi  Pengurusan 

• Diskusi 
interaktif 

3 x 50 
menit 

• Keaktifan di kelas 

• Kemampuan 
mengungkapkan 

7% 



keberlakuannya, dan 
memberikan suatu 
gagasan penyelesaian, 
Mahasiswa mengetahui 
dasar-dasar hukum ttg 
keagrariaan dan 
menganalisis 
keberadaannya 

3. Implikasi Pengusahaan • Review 
tugas 
terstruktur 
 

pendapat, gagasan 
dengan  disertai dasar 
hukum daan alas hak 
yng jelas 

XIV Mahasiswa mampu : 

• Menjelaskan 
hubungaan idiologi 
dengan 
perkembangan SDA 

• Mengurikan 
hubungaan dasar 
perkembangan 
agraria dengan 
konstitusi 

• Menjelaskan dan 
menganalisa hukum 
agraria yang ada 
dengan sistem 
pemerintahan 

• Menelaah dan 
memahami konsep 
serta 
menghubungkan 
hukum agraria 
nasional dengan 

 

Hubungan antar Fase 

Perkembangan SDAgraria 

1. Hubungan Idiologi yang 

dianut 

2. Hubungan dasar 

Konstitusional  

3. Hubungan sistem 

pemerintahan 

4. Hubungan perkembangan 

Ekonomi Global 

  

 

• Kuliah 

• Diskusi 
interaktif 

• Penugasan 
terstruktur 

• presentasi 

3x 50 
menit 

• kehadiran 

• keaktifan 

• kemampuan 
menelaah dan 
menemukan 
keterkaitaan 
perkembangan hukum 
agraria nasional 
dengan idiologi, dasar 
konstitusi, sistem 
pemerintahan dan 
perkembangan 
ekonomi global. 

6% 



perkembangan 
ekonomi global 

XV Mahasiswa mampu: 

• menjelaskan 
orientasi 
perkembangan 
hukum agraria 

• menemukan 
konsep 
pengaturan baik 
kelembagaan, 
tujuan 
pengusahaan, 
pemanfaatan 
SDA dengan 
mengedepankan 
integrase 
bangsa. 

Perspektif  dan Orientasi 

Perkembangan Hukum 

SDAgraria kedepan. 

1. Pengaturan dan 

Kelembagaan Sejalan 

2. Tujuan Pengusahaan dan 

Pemanfaatan SDAgraria 

terwujud 

3. Disintegrasi bangsa 
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XVI UJIAN AKHIR 
SEMESTERS 

 

Ujian Akhir Semester  

ujian tertulis yang bersifat 

komprehensif dalam problem 

solving terhadap  

Perkembangan SDAgraria. 
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